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PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 229/PMK.04/2015 TENTANG
MITRA UTAMA KEPABEANAN

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 211/PMK.04/2016, tanggal 29 Desember 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

. Menimbang :
a. bahwa ketentuan mengenai mitra utama kepa-
beanan telah diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mi-

tra Utama Kepabeanan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan |
| kepada para pengguna jasa kepabeanan dalam
proses pemeriksaan pabean melaui penetapan
importir dan/atau eksportir sebagai mitra utama

kepabeanan, perlu melakukan penyempumaan
terhadap ketentuan sebagaimana
_ dalam huruf a;

' c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta un-

tuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) E

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
Undag-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Taun
1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/ |

PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan;

5 Menetapkan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/
PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan (Berita
| Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1899);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PE-
. RUBA ATAS PERTUR MENTERI KEUANGAN NOMOR
. 229/PMK.04/2015 TENTANG MITRA UTAMA KEPA-
' BEANAN.

dimaksud

Pasal |

_ Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
. Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra
- Utama Kepabeanan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1899), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 3
diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai MITA Kepa-
beanan, importir dan/atau eksportir harus me-

menuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki reputasi kepatuhan yang baik se-

lama 6 (enam) bulan terakhir, yang meliputi: :
dan/atau |

1. terdapat kegiatan impor

ekspor;

2. tidak pernah melakukan keealahan men- |
cantumkan jumlah, jenis barang, dan/
atau nilai pabean, yang bersifat materi-
al atau signifikan dalam pemberitahuan
pabean, yang batasannya diatur lebih

lanjut oleh Direktur Jenderal;

3. tidak pernah menyalahgunakan fasilitas
di bidang kepabeanan dan/atau cukai
yang bersifat material atau signifikan, 5_
yang batasannya diatur lebih lanjut oleh |

Direktur Jenderal;

4. tidak terdapat rekomendasi berdasarkan
hasil audit kepabeanan yang menyataan |
sistem pengendalian internal yang tidak |
baik dan/atau tidak dapat dilakukan au- |

dit funauditable); dan
5. tidak pernah meminjamkan modul kepa-
beanan kepada pihak lain.

b. tidak mempunyai tunggakan kewajiban |
kepabeanan, cukai, dan/atau pajak dalam |

rangka impor yang sudah jatuh tempo;

c. tidak pernah melakukan pelanggaran?
pidana di bidang kepabeanan dan/atau

cukai;
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d. mendapatkan penetapan jalur hijau selama
6 (enam) bulan terakhir;

e. mempunyai bidang usaha (nature of bussi-
ness) yang jelas da spesifik;

f. mendapatkan surat keteragan tidak me-
miliki tunggakan pajak dari Direktorat
Jenderal Pajak; dan

g. menyatakan kesediaan untuk ditetapkan
sebagai MITA Kepabeanan.

(2) Pernyataan kesediaan untuk ditetapkan sebagai

MITA Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf g dilakukan dengan membuat su-
rat peryataan menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang
Mitra Utama Kepabeaan.

{3) Dalam hal importir dan/atau eksportjr telah me-

menuhi persyaratan sebagaimnaa dimaksud
pada ayat (1), Direktur yang mempunyai tugas
dan fungsi di bidang evaluasi pelaksanaan com-
pliance program atas nama Direktur Jenderal
menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal men-
genai penetapan sebagai MITA Kepabeanan
menggunakan format sebagaimana tercantum
dalarh Lampiran Huruf A yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

{4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan

sebagai MITA Kepabeanan diatur dengan Per-
aturan Direktur Jenderal.

2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 2
{(dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), dan ayat
(2), ayat (3), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal
5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cu-

kai yang ditunjuk melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap MITA Kepabeanan untuk
memastikan persyaratan sebagaimana dima-
sud dalam Pasal 3 ayat (1) tetap terpenuhi.

{1a) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana di-

P .

masud pada ayat (1) menyimpulkan bawa
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) tidak terpenuhi, Direktur
yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang
evaluasi pelaksanaan compliance program
atas nama Direktur Jenderal:

a. menerbitkan surat peringatan;’

(1b)Surat

(2)

(3)

(4)

b. membekukan penetapan sebagai MITA f
Kepabeanan dengan menerbitkan surat |
keterangan mengenai pembekuan sebagai |
MITA Kepabeanan; atau

¢. mencabut penetapan sebagai MITA Kepa-
beanan dengan menerbitkan Keputusan |
Direktur Jenderal mengenai pencabutan
sebagai MITA Kepabeanan.

peringatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1a) huruf a diterbitkan oleh Di-

rektur yang mempunyai tugas dan fungsi di

bidang evaluasi pelaksanaan compliance pro-

gram atau Pejabat Bea dan Cuka yang ditun-
juk dalam hal MITA Kepabeanan melakukan |
pelanggaran yang tidak material dan tidak
signifkan, yang diatur lebih lanjut oleh Direk-
tur Jenderal. ;
Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi se-

bagaimana pada ayat (1) menyimpulkan:E

- bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, hur-

uf d, huruf e, dan huruf f tidak terpenuhi,

Direktur Jenderal atau Direktur yang mem-

punyai tugas dan fungsi di bidang evaluasi

pelaksaaan compliance program membeku-
kan penetapan sebagai MITA Kepabeanan
denga menerbitkan surat keterangan men-
gena pembekuan sebagai MITA Kepabeaan. |

Direktur Jenderal dapat mencabut penetapan f

sebagai MITA Kepabeanan dalam hal:

a. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
diterimanya pembekuan sebagai MITA
Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), MITA Kepabeaan belum menin-
daklanjuti hasil monitoring dan evaluasi; |

b. MITA Kepabeanan melakukan pelangga-
ran pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf c;

c. adanya permohonan pencabutan dari
MITA Kepabeanan;

d. dalam jangka waktu 2 {dua) tahun terakhir,
berdasarkan 3 (tiga) kali hasil monitoring
dan evaluasi MITA Kepabeanan tidak me- |
menuhi persyaatan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 3; atau

e. MITA Kepabeanan dinyatakan pailit ber-
dasarkan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan khusus di bidang kepabeanan
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tidak diberikan selama penetapan sebagai
MITA Kepabeanan dibekukan.

(5) Pencabutan penetapan sebagai MITA Kepa-
beana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakuka oleh Direktur yang mempunyai tugas
dan fungsi di bidang evaluasi pelaksanaan

compliance program atas nama Direktur Jen-

deral dengan menerbitkan Keputusan Direk-
tur Jenderal mengenai pencabutan sebagai
MITA Kepabeaan menggunakan format seb-
agaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B
yang merupakan bagia tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

(6) Ketentuan lebih lajut mengenai monitoring,
evaluasi, pembekuan, dan pencabutan ter-
hadap MITA Kepabeanan diatur dengan Per-
aturan Direktur Jenderal.

3. Mengubah Lampiran Il dan Lampiran Ill Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015
tentang Mitra Utama Kepabeanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1899)
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak ter-
pisahkan dari Peraturan Menteri ini.

LAMPIRAN

Pasa Il

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin- |
tahkan pengundangan Peraturan Menteri. ini dengan |
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 2095

A. FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENGENAI PENEAPAN SEBAGAI MITA
KEPABEANAN '

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR .......... PRI, S oL
TENTANG
PENETAPAN ............. (2) g5 eeee
SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
. a. bawa berdasarkan hasil penélitian dan penilaian yang telah dilakukan oleh Direktorat Jen-

deral Bea dan Cukai, terhadap ......... () . o LT - ([72) o telah memenuhi persyaata
untuk dapat ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan sesuai dengan Peraturan Menteri

| Menimbang
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Mengingat

Menetapkan :

‘ PERTAMA

KEDUA

| KETIGA

| Nomor (1)

Nomor (2)
Nomor (3)
| Nomor (4)

Keuangan Nomor ......... (3) :
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan |

Keputusan Direktur Jenderal Bea da Cukai tentang Penetapan ......... (1 2) st s sebagai Mi-
tra Utama Kepabeanan;
. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .............. B 3 FRL TR 2
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN ......... (2)..........

SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN.

: Memberikan penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan kepada :

Nama Perusahaan : ......... ([PA)ha00s0anads
NEBVP. ‘s fig du 1 i 1 e Fe ok (4)...........
Alamat ... {B)isiids i

: Pelayanan kepabeanan terhadap Mitra Utama Kepabeanan dilayani di:

No. Nama Kantor Pabean Kegiatan
.......... (©). o kmnidesns cevanianens (7 bk ansaisviia
........... (B ey e AR LS

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1 (18 IS
2 N e () S —
3. Dst

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. Direktur Jenderal
Direktur

PETUNJUK PENGISIAN

: Diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai penetapan sebagai MITA

Kepabeanan.

: Diisi nama importir dan/atau eksportir yang mendapat penetapan sebagai MITA Kepabeanan.
: Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai MITA Kepabeanan beserta perubahannya. |
: Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) importir dan/atau eksportir yang mendapat penetapan

sebagai MITA Kepabeanan.
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Nomor (5)

| Nomor {6}
Nomor (7)
Nomor (8)

: Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11) :

: Diisi alamat lengkap importir dan/atau eksportir yang mendapat penetapan sebagai MITA Kepa-

beanan.

: Diisi nama Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
: Diist dengan kegiatan impor dan/atau ekspor yang dilakukan oleh MITA Kepabenanan.
. Diisi pihak-pihak yang menerima salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai

penetapan sebagai MITA Kepabenanan.

. Diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cuka mengenai penetapan

sebagai MITA Kepabeanan.

. Diisi dengan Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang evaluasi pelaksanaan compl/i-

ance prgram. _
Diisi nama dan Nomor Identitas Pegawai (NIP) Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di
bidang evaluasi pelaksanaan compliance program.

B.. FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENGENAI PENCABUTAN SEBAGAI MI-

TRA KEPABEANAN

Menimbang

Mengingat

| Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

Lot i i e S e L

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR ......... (1))
TENTANG
PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR......... {2V erle i TENTANG PENETAPAN ......... (S)FS.

SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

a. bawa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ......... (2) FSsswts: ,
......... (3).......... telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan;
b. bahwa ......... (3).ennenn.e. telah ......... () M e , sehingga penetapan sebagai Mitra Utama

Kepabeaan sebagaimana tersebut dalam huruf a harus dicabut;

c¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud datam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pencabutan Atas Kepu-
tusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ......... (A adnaans tentang Penetapan .........
(3).ennenn. Sebagai Mitra Utama Kepabeaan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor ......... () oAb et g

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPU-

TUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR ......... (2).......... TENTANG PENE-
TAPAN ......... 1< ) F SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN.

Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ......... (2. et tentang Pene-
tapan ......... (E3)) g, Sebagai Mitra Utama Kepabeanan.

Pelayanan khusus di bidang kepabeaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan '
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mengenai Mitra Utama Kepabeanan tidak diberikan kepada :

Nama Perusahaan s N (K3} —
NPWP ! T (6) Hmaiig iy
Alamat S L e (7)) SRR
|
KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jénderal, ini disampaikan kepada:

R 1 (S Al vr
DN ek (B ansctonnsanne '
3. Dst.

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ......... (D 5
a.n. Direktur Jenderal
Direktur ......... {HO) e ovsen e
......... [ 1

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai mengenai pencabutan atas Keputusan |
Direktur Jenderal Bea Dan Cukai mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan.

Nomor (2) : Diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai mengenai penetapan sebagai sebagai |
MITA Kepabeanan.

Nomor (3) : Diisi nama importir dan/atau eksportir yang mendapat penetapan sebagai MITA Kepabeanan.

Nomor (4) : Diisi alasan pencabutan penetapan sebagai MITA Kepabeanan. ;

Nomor (5) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai MITA Kepabeanan beserta perubahanya.

Nomor (6) : Diisi nama Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean. |

Nomor (7) : Diisi alamat lengkap importir dan/atau eksportir yang mendapat penetapan sebagai MITA Kepa-
beanan. ' i :

| Nomor (8) : Diisi pihak-pihak yang menerima salinan.
Nomor (9) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai penetapan

sebagai MITA Kepabeanan. _
| Nomor (10} : Diisi dengan Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang evaluasi pelaksanaan comp/i-
ance prgram.
Nomor (11) : Diisi nama dan Nomor Identitas Pegawai’ (NIP) Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di
bidang evaluasi pelaksanaan compliance program.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

(BN )
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